
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
225);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
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7. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank
sentral.

8. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh
setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase
tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara
nasional.

10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status
Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk
miskin tinggi.

11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah
penduduk Desa, luas Wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap
Kabupaten/Kota.

12. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

13. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana
yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada
Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus
fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

14. Kantor Perlayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN
adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.

15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat
penyimpanan uang pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan
Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang
ditetapkan.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2
Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2019 dialokasikan
secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi dasar;

b. alokasi afirmasi; dan

c. alokasi formula.
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Pasal 3
Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan
alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Desa sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang–undangan.

Pasal 4
(1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b

diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

AA per Desa = AAKab/Kota / {(2 * DST) + (1 * DT)}

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AAKab/kota = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres
mengenai Rincian APBN TA 2019

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk
miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk
miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali alokasi afirmasi per
Desa.

(4) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali alokasi afirmasi per
Desa.

(5) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin
tinggi adalah Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang ditetapkan oleh
kementerian keuangan.

Pasal 5
Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung
berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks
kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6
Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
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AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kabupaten

Keterangan:
AF Desa =   Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio  jumlah  penduduk setiap Desa  terhadap  total  penduduk

Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.
Z2 = rasio  jumlah penduduk  miskin  setiap  Desa  terhadap  total

penduduk miskin Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.
Z3 =   rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa

Kabupaten Penajam Paser Utara.
Z4 =   rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Penajam

Paser Utara.
AF Kab/Kota =   Alokasi Formula Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 7
Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun
dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8
(1) Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran

2019 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(2) Apabila berdasarkan hasil rumus terdapat kelebihan pagu rincian Dana Desa
akibat perhitungan rumus terhadap keseluruhan Alokasi Dana Desa maka
kelebihan dana tersebut diberikan kepada desa dengan perolehan dana desa
terkecil

BAB III
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9
(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.

(2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran
dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana

Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap II; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran
sebelumnya.
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(3) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan,
penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan setelah Bupati menenma dokumen persyaratan penyaluran
dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
b. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya;

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran
sebelumnya; dan

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap II.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan
tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

(5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dan
ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari
seluruh kegiatan.

(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi
data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara
pengadaan, dan capaian output.

(7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum
memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa dapat memutakhirkan tabel
referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh
kementerian negara/lembaga terkait.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10
(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan

program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas
yang bersifat lintas bidang.

(3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan
kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan
publik di tingkat Desa.

(4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk
dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati.
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(5) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat
evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

(6) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada
pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai tata cara pengadaan
barang/jasa di desa.

(7) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan
secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat
Desa setempat.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 11
(1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada
meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

(2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana
prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. lingkungan pemukiman;

2. transportasi;

3. energi; dan

4. informasi dan komunikasi.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana
prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. kesehatan masyarakat; dan

2. pendidikan dan kebudayaan.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana
prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:

1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;

2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi,
distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan; dan

3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek
produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana
prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
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1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;

2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan

3. pelestarian lingkungan hidup.

(3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur
dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 12
(1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat
serta pencegahan anak kerdil (stunting).

(2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyediaan air bersih dan sanitasi;

b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;

c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu
menyusui;

d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala
kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;

e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi
kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;

f. pengembangan ketahanan  pangan di Desa; dan

g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 13
(1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai

pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana
dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan
kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga
miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.

(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan
air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan
Desa.

(3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama.

(4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
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Pasal 14
(1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat
karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang
menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting.

(2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1)
dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya
alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.

(3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang
pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan
membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.

(4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan
yang dibiayai dengan Dana Desa.

(5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim
panen.

Pasal 15
Desa  dalam  penetapan  prioritas  penggunaan  Dana  Desa, dapat
mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa,
meliputi:

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan
pembangunan Desa pada:

1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
infrastruktur dasar; dan

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi
serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran
yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian
berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan
dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi
serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran
untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala
produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi
lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan
pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap
pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan

3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
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c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan
pada:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi
serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran
untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala
produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi
lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta
pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan
pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses
masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan

3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16
(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang

Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan
temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa
dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.

(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:

a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;

b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa
setempat;

c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;

d. pengembangan ketahanan keluarga;

e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui
pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak
(software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan
penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
yang dikelola secara terpadu;

f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan
perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan
anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;

h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial
serta penanganannya;
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i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang
dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;

j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat,
koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan
peningkatan kesejahteran masyarakat;

l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam
dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;

m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak
ketiga; dan

n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

(3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja
sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 17
Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa
yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan
tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi
masyarakat Desa yang meliputi:

1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan
modal, pengelolaan produksi distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi
pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan.

2. pembentukan  usaha  ekonomi  warga/kelompok,  koperasi dan/atau
lembaga  ekonomi  masyarakat  Desa  lainnya

melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa,
pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi
pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan;

3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam
dan penerapan teknologi tepat guna; dan

4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi
masyarakat Desa secara berkelanjutan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
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1. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan
modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha
ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga
ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui aksespermo dalan yang
dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi
dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan
usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan;

3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan
sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;

4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan
pembentukan wirausahawan di Desa; dan

5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup
masyarakat Desa secara berkelanjutan.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan
masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat
Desa yang meliputi:

1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui
penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi
usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga
ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang
dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi
dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan
usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan.

3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan
penerapan teknologi tepat guna;

4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan

5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup
masyarakat Desa secara berkelanjutan.

d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan
Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa
untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang
meliputi :

1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan
perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan
anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
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2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;

3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial,
penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian
luar biasa lainnya;

4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu
berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara
transparan dan akuntabel; dan

5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa
yang demokratis dan berkeadilan sosial.

e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan
Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa
untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi :

1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan
partisipatif;

2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan
peraturan hukum di Desa;

3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk
mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;

4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai
Pancasila;

5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi  dan budaya Desa.

Pasal 18
(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN

DANA DESA
Pasal 19

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan

c. tahap III berupa:
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1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap II.

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran
sebelumnya;

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling
lambat setiap tanggal 7 (tujuh) bulan Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan
tahap II dan Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat
setiap tanggal 7 (tujuh) bulan Juni tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),
Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada
Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi
software.

(6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi
penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui
koordinasi kepala Desa.

(7) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Format Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20
(1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen laporan realisasi penyerapan dan
capaian output Dana Desa tahap I dan capaian output sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) dan ayat (5);

b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari
30% (tiga puluh persen); dan/atau

c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional
di Daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran
berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar
dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana
Desa tahap II tidak dilakukan.
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(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan
sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari
30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di
RKUD.

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK
fisik dan Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh
aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah
terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada
Bupati dengan tembusan kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK
fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 21
(1) Bupati dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda sebagaimana

dimaksud dalam hal:

a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a telah
diterima;

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau
sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan

c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat
pengawas fungsional Daerah.

(1) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD
dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(2) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa
paling lambat akhir bulan februari tahun anggaran berjalan.

(3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai
Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling lambat pada akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan dan agar
dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.

(4) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu
kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan
permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari
RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK fisik dan
Dana Desa paling lambat pada minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran
berjalan.
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Pasal 22
(1) Bupati dapat melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal

setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di
RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK
fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS’UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 5.
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

No. Kecamatan Nama Desa Alokasi
Dasar

Klasifikasi
Desa IDM

Desil
JPM

Alokasi
Afirmasi

Alokasi Formula

Pagu Dana
Desa per-Desa
(Dalam Ribu

Rupiah)

Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Miskin Luas Wilayah IKG

Total Bobot Alokasi
FormulaJumlah

Penduduk
Rasio

Jumlah
Penduduk

Bobot
Jumlah

Penduduk
Miskin

Rasio
Jumlah

Penduduk
Miskin

Bobot Luas
Wilayah

Rasio
Luas

Wilayah
Bobot

Indeks
Kesulitan
Geografis

Rasio
Indeks

Kesulitan
Geografis

Bobot

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
(20) = (10) + (13) +

(16) + (19) (21)
(22)= (4) + (7) +

(21)

1 PENAJAM Bukit Subur 672.421 Tertinggal 2 908 0,0107 0,0011 29 0,0078 0,0039 6,446375 0,0037 0,0006 40,428509 0,0384 0,0096 0,015142784 217918,6869 890.340

2 Sidorejo 672.421 Berkembang 1 2220 0,0261 0,0026 13 0,0035 0,0018 6,475199 0,0037 0,0006 38,363416 0,0365 0,0091 0,014036551 201998,96 874.420

3 Giri Mukti 672.421 Maju 2 6153 0,0724 0,0072 22 0,0059 0,0030 11,052181 0,0063 0,0009 29,091012 0,0276 0,0069 0,018069203 260032,5656 932.454

4 Giri Purwa 672.421 Berkembang 1 3648 0,0429 0,0043 10 0,0027 0,0014 25,382551 0,0144 0,0022 35,660344 0,0339 0,0085 0,016283708 234337,6419 906.759

5 WARU Api-api 672.421 Berkembang 6 2109 0,0248 0,0025 176 0,0476 0,0238 268,56406 0,1529 0,0229 30,916343 0,0294 0,0073 0,056538631 813643,2509 1.486.065

6 Bangun Mulya 672.421 Berkembang 3 4359 0,0513 0,0051 41 0,0111 0,0055 27,96919 0,0159 0,0024 33,927152 0,0322 0,0081 0,021118644 303916,8419 976.338

7 Sesulu 672.421 Berkembang 5 3434 0,0404 0,0040 119 0,0322 0,0161 281,72603 0,1603 0,0241 26,208145 0,0249 0,0062 0,050400515 725310,0799 1.397.731

8 BABULU Gunung Mulia 672.421 Berkembang 3 2423 0,0285 0,0029 46 0,0124 0,0062 16,518261 0,0094 0,0014 47,937411 0,0456 0,0114 0,021866833 314683,9817 987.105

9 Rawa Mulia 672.421 Berkembang 3 1619 0,0191 0,0019 49 0,0132 0,0066 14,956786 0,0085 0,0013 34,316046 0,0326 0,0082 0,017956563 258411,5685 930.833

10 Gunung Makmur 672.421 Berkembang 5 2066 0,0243 0,0024 137 0,0370 0,0185 36,823608 0,0210 0,0031 41,567679 0,0395 0,0099 0,033963999 488773,3941 1.161.195

11 Sebakung Jaya 672.421 Berkembang 2 1735 0,0204 0,0020 22 0,0059 0,0030 17,372307 0,0099 0,0015 38,227053 0,0363 0,0091 0,015579886 224208,9852 896.630

12 Babulu Laut 672.421 Berkembang 9 3575 0,0421 0,0042 771 0,2084 0,1042 194,42327 0,1107 0,0166 36,255293 0,0345 0,0086 0,133606826 1922725,951 2.595.147

13 Sri Raharja 672.421 Berkembang 2 1299 0,0153 0,0015 23 0,0062 0,0031 13,461108 0,0077 0,0011 38,646289 0,0367 0,0092 0,014967594 215397,5322 887.819

14 Gunung Intan 672.421 Berkembang 1 2868 0,0338 0,0034 14 0,0038 0,0019 24,209068 0,0138 0,0021 37,267005 0,0354 0,0089 0,016187806 232957,5141 905.379

15 Sumber Sari 672.421 Berkembang 3 1607 0,0189 0,0019 53 0,0143 0,0072 17,424656 0,0099 0,0015 40,674245 0,0387 0,0097 0,020204239 290757,7098 963.179

16 Babulu Darat 672.421 Maju 7 9523 0,1121 0,0112 333 0,0900 0,0450 89,770631 0,0511 0,0077 26,562465 0,0252 0,0063 0,070181307 1009973,993 1.682.395

17 Rintik 672.421 Berkembang 5 1730 0,0204 0,0020 124 0,0335 0,0168 4,038332 0,0023 0,0003 29,387864 0,0279 0,0070 0,02611919 375879,3327 1.048.301

18 Labangka 672.421 Berkembang 6 3650 0,0430 0,0043 189 0,0511 0,0255 164,44987 0,0936 0,0140 27,922438 0,0265 0,0066 0,050509086 726872,5258 1.399.294

19 Labangka Barat 672.421 Maju 6 2366 0,0278 0,0028 162 0,0438 0,0219 4,023376 0,0023 0,0003 30,232061 0,0287 0,0072 0,03220202 463416,8801 1.135.838
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No. Kecamatan Nama Desa Alokasi
Dasar

Klasifikasi
Desa IDM

Desil
JPM

Alokasi
Afirmasi

Alokasi Formula

Pagu Dana
Desa per-Desa
(Dalam Ribu

Rupiah)

Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Miskin Luas Wilayah IKG

Total Bobot Alokasi
FormulaJumlah

Penduduk
Rasio

Jumlah
Penduduk

Bobot
Jumlah

Penduduk
Miskin

Rasio
Jumlah

Penduduk
Miskin

Bobot Luas
Wilayah

Rasio
Luas

Wilayah
Bobot

Indeks
Kesulitan
Geografis

Rasio
Indeks

Kesulitan
Geografis

Bobot

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
(20) = (10) + (13) +

(16) + (19) (21)
(22)= (4) + (7) +

(21)

20 SEPAKU Suka Raja 672.421 Maju 3 3733 0,0439 0,0044 48 0,0130 0,0065 116,48345 0,0663 0,0099 32,027053 0,0304 0,0076 0,028433157 409179,4632 1.081.601

21 Bukit Raya 672.421 Berkembang 2 2586 0,0304 0,0030 21 0,0057 0,0028 40,383323 0,0230 0,0034 30,755718 0,0292 0,0073 0,016635755 239403,9235 911.825

22 Semoi Dua 672.421 Berkembang 1 3007 0,0354 0,0035 17 0,0046 0,0023 89,740718 0,0511 0,0077 30,521381 0,0290 0,0073 0,020748803 298594,4824 971.016

23 Argo Mulyo 672.421 Berkembang 2 3103 0,0365 0,0037 29 0,0078 0,0039 97,219111 0,0553 0,0083 31,251603 0,0297 0,0074 0,023295316 335241,1723 1.007.663

24 Binuang 672.421 Berkembang 7 1856 0,0218 0,0022 251 0,0678 0,0339 17,634766 0,0100 0,0015 49,625571 0,0472 0,0118 0,049398191 710885,7116 1.383.307

25 Tengin Baru 672.421 Berkembang 5 3687 0,0434 0,0043 106 0,0286 0,0143 65,032107 0,0370 0,0056 33,202715 0,0316 0,0079 0,032103488 461998,9271 1.134.420

26 Bumi Harapan 672.421 Berkembang 3 1941 0,0228 0,0023 48 0,0130 0,0065 22,435179 0,0128 0,0019 36,99227 0,0352 0,0088 0,019474652 280258,2696 952.680

27 Telemow 672.421 Berkembang 1 3779 0,0445 0,0044 5 0,0014 0,0007 4,81584 0,0027 0,0004 38,295359 0,0364 0,0091 0,014632397 210573,7455 882.995

28 Karang Jinawi 672.421 Tertinggal 9 211.289 1008 0,0119 0,0012 811,06012 0,2192 0,1096 20,715149 0,0118 0,0018 45,917622 0,0436 0,0109 0,123464823 1776773,129 2.660.484

29 Suko Mulyo 672.421 Berkembang 1 1877 0,0221 0,0022 18 0,0049 0,0024 40,547848 0,0231 0,0035 29,5637 0,0281 0,0070 0,015126801 217688,6764 890.110

30 Wono Sari 672.421 Berkembang 1 1102 0,0130 0,0013 13 0,0035 0,0018 16,901169 0,0096 0,0014 30,535835 0,0290 0,0073 0,011751232 169111,1051 841.532

Total 20.172.642 211.289 84.971 1,0000 0,1000 3.700 1,0000 0,5000 1.757,00 1,0000 0,1500 1.052,28 1,0000 0,2500 1 14.390.926 34.774.857
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
TAHAP .................... TAHUN ANGGARAN......

PEMERINTAH DESA .............................
KECAMATAN .................................

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Pagu Desa : Rp............................

No Uraian Uraian
Output

Volume
Output

Cara
Pengadaan

Anggaran Realisasi Sisa %
Capaian
Output

Tenaga
Kerja Durasi Upah

Keterangan
Rp. Rp. Rp. Orang Hari Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 -7 9 10 11 12 13
1 Pendapatan

1.2 Pendapatan Transfer
1.2.1 Dana Desa

- Tahap Pertama
- Tahap Kedua

Jumlah Pendapatan

2 Belanja Bantuan ke Desa...................
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
2.1.1 1 Kegiatan
2.1.2 2 dst
2.2 Bidang Pembangunan Desa
2.2.1 1 Kegiatan
2.2.2 2 Dst
2.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2.3.1 1 Kegiatan
2.3.2 2 Dst
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No Uraian Uraian
Output

Volume
Output

Cara
Pengadaan

Anggaran Realisasi Sisa %
Capaian
Output

Tenaga
Kerja Durasi Upah

Keterangan
Rp. Rp. Rp. Orang Hari Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 -7 9 10 11 12 13
2.4 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2.4.1 1 Kegiatan
2.4.2 2 Dst
2.5 Bidang Tak Terduga
2.5.1 1 Kegiatan
2.5.2 2 dst

Jumlah Belanja
3 Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan
3.1.2 Penyertaan Modal Desa

- Modal Awal
- Pengembangan Usaha
dst
Jumlah Pembiayaan
Jumlah (Pendapatan - Belanja - Pembiayaan)

(Desa),(Tanggal,Bulan,Tahun,)
Disetujui oleh,

Bendahara Desa Kepala Desa

(……………………………………….) (...............................................................)
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PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

Nomor Uraian
1 Kolom 1 diisi dengan Koede Rekening sesua dengan APB Desa
2 Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3 Kolom 3 diisi dengan uraian output, Misal : Pembangunan Jalan
4 Kolom 4 diisi dengan jumlah Volumeoutput yang terdiri jumlah dan satuan output, Misal 500 meter
5 Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan Misal : Swakelola
6 Kolom 6 diisi dengan jumlah Anggaran
7 Kolom 6 diisi dengan jumlah Realisasi
8 Kolom 8 diisi dengan selisih antara Anggaran dan Realisasi
9 Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut

a. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Fisik dihitung sesuai perkembangan penyeleseian fisik dilapangan dan foto
b   Kegiatan Non Fisik dihitung dengan cara

- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang,tujuan lokasi, terget/sasaran
dan anggaran ;

- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% ;
- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80 %; 100%
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, Sebesar 100 %

10 Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cosh for work yang diisi hanya untuk kegiatan dana desa pada

bidang Pembangunan Desa
11 Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang terlaksana (kuantitas)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : KECAMATAN :
DESA : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN JUMLAH TOTAL RUMAH
TANGGA 1.000 HPK

IBU HAMIL ANAK 0-23 BULAN

TOTAL KEK/RESTI TOTAL GIZI KURANG/ GIZI
BURUK/STUNTING

JUMLAH

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN JUMLAH TOTAL ANAK
USIA 0-23 BULAN

HIJAU
(NORMAL)

KUNING
(RESIKO

STUNTING)

MERAH
(TERINDIKASI

STUNTING)
JUMLAH

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000
HPK

SASARAN INDIKATOR JUMLAH %

IBU HAMIL

1 PERIKSAN 4 KALI SELAMA KEHAMILAN
2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI

3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAAN
NIFAS 3 KALI

4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI

5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH
BULANAN

6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM
AMAN

7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK
8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN

ANAK USIA
0-23 BULAN
(0-2 TAHUN)

1 ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR
LENGKAP

2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN

3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM
SETAHUN

4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI
BULANAN

LAKI-LAKI TOTAL

5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI
BURUK/KURANG/STUNTING

6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR
MINUM AMAN

7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK
8 ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR
1
0

ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING
BULANAN (PAUD)

ANAK >2-6
TAHUN 1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD

MINIMAL 80%
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TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO SASARAN
JUMLAH INDIKATOR TINGKAT

KONVERGENSIYANG
DITERIMA

SEHARUSNYA
DITERIMA

1 IBU HAMIL
2 ANAK 0-23 BULAN
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO BIDANG/KEGIATAN
TOTAL

ALOKASI
DANA

KEGIATAN KHUSUS
PENCEGAHAN STUNTING

ALOKASI DANA % (PERSEN)
1 BIDANG PEMBANGUNAN DESA
2 BIDANG PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT
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